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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
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TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2OI8-2O23

DEITGAIS RAIIMAT TUIIAN YAITG MAIIA TSA

GUBER.ITI'R I{USA TENGGARA TIMUR'

Menlmbang

Menglngat l.

b.

bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan

"[""Ltilir"" 
kinerja Pemerintah Provinsi Nusa

i;;;;;t Timur adaiah dengan menetapkan indikator

ki"ff;;,"*a sebagai dasar pengukuran terhadap

t"t.ift."if"tt p"ncap"ian suatu tujuan dan sasaran

strategls Yang telah ditetaPkan;

balrwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : PER/O9/M'PANI-5l2OO7 tentang

Peioman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib

-"i.t"pif."" Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Daerah Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurui a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator
Kinerjabtama Pemerintah Daerah Tahun 2O 18-2023;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negaia Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'
tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
16a91;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s6791;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PANl5/2OO7 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemeintah; t1(,

2.

3.



MEMUTUSKAIT:

Menetaptan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJArEv-YEr4 
uTAMAPEMERINTAHDAERAHTAHUN2oIS-2o23

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timul'
i. Gub".ttrr. adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'

i. pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah'
4.PerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatPDadalahPerangkatDaerahdi

Lingkingan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur '

S. tndi:tatoi Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi'

6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU

PemerintahDaera}radalahukurankeberhasilandarisuatutujuandan
sasaran strategis Pemerintah Daerah'

7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU PD

adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

Perangkat Daerah.
g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan

.langka tr{enengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2O23s'

g. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran

atauiun t rjrr* organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi

organisasi yang i.rengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

ke-giatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai alat ukur kinerja

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Tbjuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Daerah Tahun 2Ol8-2O23. .,1,r/



(21 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2Ol8-2O23 sebagaimana
dimaksud padi ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan merupakan bigiari yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)
(2)

(3)

(41

Pasal 5

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4'
untuk:
a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. menJrusun Dokumen Penetapan Kinerja;

wajib digunakan sebagai dasar

c. men5rusun l,a.poran Akuntabilitas Kinerja; dan
d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 6

Setiao PD waiib menyusun IKU PD.
iiU FO sebaiaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan -mengacu 

pada

IKU Pemerintih Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2Ol8-2O23'
IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan
urusan, fungsi dan tugas.
t*u po selagaimani dimaksud pada ayat (2), juga mempertimbangkan
beberapa hal yaitu:
a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas

kinerja;
b. kebutuhan data statistik pemerintah daerah; dan
c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan'

Format IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala PD.
Format Keputusan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah
sebagaimana tercantum dalam t ampiran III dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(s)

(6)

(71

Pasal 7

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai
acuan dalam pen5rusunan RPJMD.

Pasal 8

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh
Sekretaris Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengembangan kinerja PD.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh PD
yang melaksanakan fungsi pengavtasan. /12

(1)

(21



Pasal 9

Peraturan Gubemur ini berlaku pada tanggal diundangkan '

Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

G-ubemur ini dengan penJnpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Ditetapkan di K,uPang
pada tanggal l8 treM4er- 2Ol8 

h

I cueennun -"tt 
ffXRA 

rrMuy

\7
A VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di KuPang
padatanggal tfl Wrqlzev 2018

SEKRETARIS DAERAH
/,PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR''
./ /.2

vu" US POLO MAING

eBhtrn DAERAH pRoVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR



. :r L/tltPIRAN I I PERATdRAN cqBuoi',u" *r*o r""oGARA TIMUR
N.)M()R .b ffgUN ZO:a
TANGGAL 1!J[r,r1uH :o'a

IITDIKATOR KITTER.'A UTAilA PEMERIITTAH DAERAII
PROVIISI IruSA TIITGGARA TIMUR

TAHUN 20tB-2o/23

utgt TUJUAJI IIDIXATOR TUJUAI AAAARAI STRATAOIS
ITDIXASOR XIf,ER.'I

UTAIA AUIAER DATA PD PEIIAXOG{'I{G JAWAA XTTERAIO^l

I.rqrrdl.! a..y...lrt
luir Tcltlu ?l6ur yug ldru P.rtuDbuhrn lloroal

Dacrrh
Laju Fertumbuhs PDRB ADHK

Iumbuhnya Ekonomi
laemh 3ffi stabil dan
)crkelmj u tan

Pertumbuhan PDRB BPS/ BI

Perangkat Daemh dengm
uru.s : kelautaD dan
Perikmql PtriwiMtal
Pertmiani Krhutaanr
Encrgi dm Sumbcrda]'a
Minerali Perdagsgmi
Ferindusris; Komunika6i
dm Infomtika

PDRB
(t+1) - PDRB(tl /
PDRB
(r)

x IOO
Dilrma:
t+l = tahun pcngamtan PDRB
t ' tahun pcng@tar PDRB ebclumya

L€ju innasi BPS/ tsI

l(r+arnf:)(l+alnf2){1+alngf il-1

Dit|rrmi
Alnf : pENbshe inflasi derl ailai drun
&behroye
! - edal,eh pcriodc pengamb lmba]s
nilai iniari
scduSkan Alxf dihttung deng{ t'mu. *bagai

Dir@al
lnf. - nilai inllasi pada tehu n
h{*r - nitrai peda I bhun bcrikutnya
n - tahun......

Bcrkuraaanya
kcmiski|D PDRB per kapita Btrs

Permgkat Daerah den garr

Urum i Solial;
KetentlaH, Xetcrtiban
Umuor dm perlindung@
maysakatt

PDRB /
Penduduk Petungahs taiun

}6 penduduk diatal
tdi6 kmiskinan BPS (lOO - m8ka kemi.kinan)

Tcripbnya lapsgan
kcrja do Bcrkumgnya
angka penguggurd

\ngka partisipasi
rD8kabn ke{a BPS

Pe.mghat Derah dengm
urus : Tdaga Kerjai
Fembcrday@n ma)'ilakat
de deu: Penmm
Modal; Perdagmgu;
Ferindustrid ; ltulEm8i,
ueha keil do meoengah:
Kepemudam dm olahEga;
Tfansmigrasi.

Anglqtan kerja l5 tahun kc atas/
Jumlah tEnduduk u8ia l5 taiun ke 6tai
xl0096

4

tlrl l: IcerJudhu
o*l[nht
pjrht n, msdlrl
lra b.rtGriuha

Alnf = r l0O9{'



']t SUMDATA PD PEtrAII(X}I'IO JAWAB XETIRAITGAI|

UIAI TOJUATT IIDIITATOR TI'.'I'AT AASARAT gTRATECIB II|DIXATOR TTXMN^'A
UTAIA

6 7 8
3 4 Jumleh penganSSur terbuka usia

angkatan k€rja/
Juml,ah penduduk angkatan kede
x10O0,6

I
Ttngkat p€ngangguran
terbuka

BPS}

Meningkatnya
produktjvites Angkatsn
Kerje Daereh

ftoduktivitar total
daerah

BPSi
Nilai Tambah S€ktor kel /
Jumlah Angkatan Kerja

Urussn : Tcnaga Kerja;
Kepemudaan dan Olahraga;
Perdagange$ Perindustrian'

IG'r{ual}r! ftrt. T.!t3rt'
f n|'lnltarldlrl

Kornrndlrlrs f,rlrl drcn!

v{embesamya Kontribusi
IAD d414rn APBD

7o PAD t€rhedap total
pendapatan daerah

PPKAD/
Pari$'isata/
Penanaman

Modal

Perangkat Daerah dengen
urusan: Mministrari
Kepcndudukan dan Catatan
sipll; Penanaman Modal;
Kelautan dan Perikanan;
Pari'r*'iseta; Penanian;
Kehutanan; Energi den

lsumterdaya Mlneral;
I rerdagangaq Pcrindustdan;

lxoperasi, Usaha Kccil den

lMenengah.

PAD / Total Pendapatan Daerah x
l00o/o

Menguattrya Peranan NTT

detan pcrdagangen
r€gronal

Rasio EksPor + Iropor
tcrhedap PDB
(indikator keterbukssn
ekonoEi)

BPS/ BI

lerangkat Daerah dengan
rrusan : PenenamanModql;
Kelautan dan Pcrikanan;
Perfir'lseta; Pertanlen;
Kehuanan; Energi dan
Sumbcrdaya Mineral;
PerdaganSan; Perindustriani
Koperaci, Usalra Kecil dan
MenenBah;

Juml,ah ekspor dan imPor bereng
dan jasa /
PDB

Rasio kctergantun8an BPS/ BI
Penduduk usia<ls th+uEla>64 /
Pcnduduk usia 15-64 x10O

Mcnurunnya
ketcrgantungan ckonoml
Eaeyeralat yen8, ade di
dserah

Urusen: SoEial;
Pembcrdayaan masYatakat
dan desa; Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
bcrcncana

Perangkat Deerah dengan
Urusan : PanSan; Pertanian;
Kelautan dan Perikanan;
Kehuanan; Kesehetan;
Pendidtkan; Sorial;
Ictrntramatl Ketertiben
lUmum, dan Perlindungan

lMaoyarakat,

PPH - % Anglce Kecukupen Gizi
(AKO) x bobot maolng'masing
kelompok pangan

Terwujudnya Ketahanan
dan Kedaulatan Pangan

Pencapa.ian skor Pola

Pengan Harapen (PPH)

BPS/ Badan
Ketahanan

Pangan

ry



Badm Ketahalm Parr8m
Daerah. Dims Pertaniaru
Dirus Kehutam dan
Lingkmgan Hidup, Dimg
Kelautan dan Perikamn,
badm pemberdayam

Me4luml,abkm 3 indikator:
l Pertanian: ketersediaan pangan
- ketersediaan : kebututm bems

2. Kesehatan:preferensi energi
= (n cizi < -2 sD)
(n balita )'alg dilnnpulkdr PSG) x1007o
3. Sosial Budayaikemiskimn karem
pnsejahten dan sjahtera

Kehwga pra-sjalrtcra (PS) : jika tidak

sebagai kelwga wjahtem.
Kehnrga sjahtera-etu (KSl) : jika dapat

meDauhi
kebutulm dasrnya secam minimal.

BPS/ Badm
Ketahffm

Pangm, BPBD

Indeks yang dit€dma pelrni (lt) /
yang rtibayar petani (lb) x IOO

ndeks ymg diterima. nelavan (lt) /
ndeks yang dibayr nelaym (lb) x IOO

I
c.l-I4(!|+0d)

dr6t
It : !.rrt!. nEf.6lf dl p.lattM ft fe lt'i
q : Fre brrH gdtad$ ar Falrhil$fd

IArL.l
rurrrs[d5.|r!tln0r||, I,sr
C.OJ ' briry.{ldttfr
orto.or. lcdnF!"ltgq

yug bsrleidllan

'rtr.lxnd0rduFd&l?d.Mh{
:@@dFd$&IHtu

.o, - 6!sd

MISI tUJuAIf IICDIKATOR TUJI'AIT AASARAIT ATRATEOIA
IIYDII{ATOR XIITEzuA

UTAUA
AI'IIBER DATA PD PENAITGG{'.IIGJAWAB KBTERAIIGAIC

2 3 4 6

Pemngam daerah
mwan pangan

)primalnya perm
*ktor-slftor Pertanim
lm Perilgml dalam
nendorong kemandirian
:konomi daerah

lil,ai Tuks Petani
BPS/ Dims
Pertanian

)ims Pertmiaq Dims
)erdagarrgan, Dirus

lan Perikarnn, Dims
?erindustrian

Nitrai Tuk{rr Netrayau
BPS/ Dims

Kel,autal dan
Perikam

)ims Kel,autan dan
?erikaEn, Dims
Perdagangan, Dims
Perindustrian, Dims

hdals Gtal BPS/Br

3erkuranBrrya
(etimlnngan ffitar
(elomlrk masyarakat

ndeks Gini BPS/BI

Perangkat Daerah dengar
msn i Ketentramff,
Ketcrtiban Unum, dm
prlindmgar masyarakaq,
Sosial Pendidikan;
Ke$hatan:

,7



UISI TU.'UAT I!|DIXATOR TI'JuAIT SASARAT TRATEOIA
ITDIXATOR IIIIER.'A

U'AIA SUUBDR DATA PD PETAT(X}UTG JAWAE N,ETDRAIICAX

I 2 3 4 6 6 7 8

Bcrkurangnye
ketlmpantan antar
wilayah

tndcke ketimpangan
i)Villiameon (lndeks
Ketimpangan Regionaf)

BPS/BI

Perangkat Daerah dengan
urusan: Kctendaman,
Katcrdban Umum, dan
perlindungan masyarakat;
Soslali Pendidikan:
Keschatan;

-,, rl(Y,-fir'li

DruT
u.tul L&rFE/Loo:
Yl - ?Dll?.*^tsLdt..dUnI
t - I,DRS !..t|FL e.ilL krvlou
n - FrLltFndaa':f OlF.ei
n - Jqal^h Fnduduf dl L.hrrloo
Uilui. F6vlrl
tl . PDIB ,.rbriL r0 trt/l6E i

Y . 9OtB F Lt&. M.nh F'dn.l
tl . Juahh fnduerr a hb/Lou I
r . FeLh Dandu(tul rli t@i!l

Hadirnya keadilan bagi
perempuan dalam kaitan
dengan partisipasinya
dalah pembanglutan

7o Pettmpua:t dolom
Lembaga Perwakilan

BPS/ Baden
Pemberdayaan
Pcr€Epuan den

Perllndungan
anek

PeranSkat Deerah dengan
Urusen: Pemberdayaan
PercBpuan dan Pcrlindungan
anak; Soolal; Ketrntraman,
Ketrrtjban umuE, dan
perlindungan anek;
Pendidikan; Pengendallan
Penduduk dan Keluarga
berencana; Komunikesi dan
Informatika; Icbudayaan;

Junloh Percmpuan .lFlqlr DPRD
Pmvinci / Jumlah scluruh
anggota DPRD x 10O7o

7o Perrmpuan dalam
iabatan publik

BPS/ Badan
Pemberdayaan
P?rcmpuan dan

Perlirtdungan
anek

Perangkat Daereh dengan
Urusen: Pemberdayaan
Percopuan dan Ferlindungar
anak; gorlal; Ketcntraman,
Keterdben uluum, dan
perlindungan anak;
Pcndidikan; Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
bertrrcanal Komunlkaai dan
lnformatika; Kebudayaan;

ltruktural pade ProvinEi NTT /
Juolah Scluruh Pejabet
Struktural Pada Provinsi NTT x
LOOo/o



msr TUJI'A.f, IIIDII(ATOR IIUJI'AIV AABARAJT ATRATEGIA
TTDITATONrTDR."

UTAIA AUUBDR DATA PD PEITAIY(X}UTA JAWAB

I 2 3 4 B 6 7 8

Meningkatnya
perlindungan terhadap
Ans-k

9o Ihsus kekerasan
terhadep anak yang
tcrtangani

BPSI/ Badan
Pemberdayaan
Per€opuan den

Perlindungan

Pcrangkat Daerah dengan
Urusan : Pemberdayaan
Per€Epuen dan Perlindungan
anak; SoEial; Ketcntranan,
Keterdban umum. dan
perlindungan anak;
Pendidikan; Pengendallan

Kasus kekerasan terhedep enak
yang ditangani / jumlah seluruh
kasus kekerasan tcrhadep enek
yang dilaporkan x lO0%

Penduduk dan Keluarga
bcrtncana; Komunikasi dan
lnformatlkai Kebudayaan;

I|d E3 l.ab.oau!
fTT..b.!d r.hl
rrtflttrt aSd.!
ptraat

FDSclablatrl
prrHrrte tr.doorl
lRlngottu,qt
rfrrl

I.ndorod3 Prd?l|rt
Drcn! rnoqlrdl tcadlng
raotor l,3Ebrltulrtr
ctolont f,TT

PcftuDbuh.a PDtrB pdr
pltor Soluldcr dr! t ralat

Meluesnya Peranaa
Patiwisata Deerah bagi
peningkatan

Kontribusi lapangan
usaha Penyedlocn
Akomodesi den Makan
Minuo tcrhadap
PDRB

BPS

Perangkat Daerah dengen
Urusan: Pariwisata;
Perde8angan; Perindustrian;
Perhubungan; Komunikasi
dan Koperasi,

Jumlah Kontribusi PDRB darl
hpanSan usaha Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minun/
Juml,ah PDRB xl0oo/o

Usaha Kecil dan Menengah;
Kebudayaan

Kontlibusi lapangan
usaha Perdagangan
besar dan eceran
lcrhedap
PDRB

BPS

Jumlah Kontribusi PDRB dari
hpangan usaha perdetengan
besar dan eccran/
Jumlah PDRB xl00%

Kontribusi lapangan
[saba Jase lainnye
tcrhedap
PDRB

BPS
Jumlah Kontrlbust PDRB
hpangan usaha jaea lainnya /
Jumlah PDRB x10ff4

I.aEarhrrt roltor.rcltor
cloaool d..nb d.alla
ooarnhrttrn
bcrlrabrapyr errUrrtr
ItT

Pcftunbuhu lq.lurtfl L.cll
iea lrpagrn urehr Hnot

'llt

TETDRAXGAX



ulat TUJI'AIf TI|DINATOR TI'.'UAT AASARAT ATRA1TGIA If,DIXATOR I{IilDNi'A
IrfATA AI'UBER DATA PD PETATC'OUNG.'AWA,B NIETERAITOAI{

1 2 3 4 6 6 7 8

Laju Pertumbuhan
sektor
Dertaniran/ D€rkebu

BPS

Perangkat Daerah denffn Jumlah Kontribusi PDRB dart
lapangan urahaprimer ekonoml ddsm

mcndukung tumbuhnya
pari*'isata daerah

Urusan: Parlwiseta;
Kclautan dan Perikanan;
Pertanian, Kehutanan;
Perdagangan; Perindustrian

, kehutamn dan
perikanen

pettantan/ perkcbunan, Lehutanar
tan pcr{kanan/Jutnlah PDRB
xLAOVo

\{enguatnya perarten IKM
1a!1 lJt{ly! dclo61
bertuEbuhnya industri
Pariwisata Daerah

Pertumbuhan IKM dan
UKM

BPS / Dinae
Perindustxian

Pcrangkat Daerah dengan
urusen : Kopcrasl, U8aha
Kecil dan Menengah;
Penanemen Modal; Tenaga
Kerja.

Jumlah Industri RT Tehun n-
Jumlah InduEtri RT Tahun (n-llsl

Jumtrah Industri Rr s/d Tahun n
xl00%

lld m:
Icdlfrtlu
rataraadLa! da!
r!rllt|.
nArrtrrrltirr urtul
!oEI)atoalrat
lotlh,aeulrr

llcolngtrttu HtrarJe .Iuolrh d.a % Intr.trruttut
F[y.wquPlEDrsSw
laftrrtrutfirr drs trtr rurng

E-!U UqurOngDUnFn
ddro Londbl bdl

Meningkatnya
Pemban8unan jal,an dan
jembaten

% Panjang Jalan
ltovitrsi datrm kondisi
mantap

Dinas PUPR

Perangkat Dacrah dengan
Urusen : Pekc{aan Umum
lan Penataa[ Ruang;
Perhubungan

I panjang Jal,an Provinsi kondisl
baik dan scdanS / I Paqiangjalan
provinoi x 100o/o

Menlngketnya
pembangunen trigasi dan
infraetruh,ur pengairan

Luas arcal layanan
irigasi

Dinas PUPR /
Dinac Pertanian

Pcrantket Daerah dengan
Jrulan r Pekcrjaan Umrrm
lan Penataan Ruang;
Pertarden

Luas tanam/ juElah kall 16trs16
pada daerah bcr irigasi tekhnts

Rasio klnerja jaringan
irlgasi

Dinas PUPR /
Dinae Pertanian

Pa4iang jadngen irigasi dalam
kondici balk / totaljaringan irlges
x loo%

Rasio ketrrsediaen dan
kebutuhan alr baku Dinas PUPR

volume kct nrcdlaan alr baku /
volume kcbutuhan ah baku X
l00o/o

Meningkatnya AkEcs
Masyarakat tcrhedap
Perumahan layak air
mtnum dan senltasl

7o Rumah layak huni

Dinas
Perumahan dan
Pemukiman,
Dinas Soslal
Nakertans

Perangkat Daerah dengan
urugatt : Perumahan Ralyat
dan Kawasan Pennukisen;
Ltngkungan Hidup;
Traneoigraei;

JuElah KK Maeyarakat
Bcrpcnghacllan Rcndah yang
memilikl rumah / jumlah total
MBR X 1000/0

I



ulat TUJUAT IIDIKATOF |UJUAT AAAARAT STRATECIA
IDITAION, BIIIN.'A

I'TAIA AVUBIR DATA PD PEIIAIICICUI(O JAWAE r{lTlR rq^t

I 2 4 6 6 ? a

% XK yerA Ecndapet
laysnen air bcrlllr /
Llmb.h

Ditnr So3lal,
Dlner PUPR,

Dinaa

PcmuldEan

Jublah R'T yeng mcndapat
leyanrn sit b.6th / jurdeh RT
yatu membutul*en alr b.rrih x
rO0'/o

Ttrq{udnye Pcnrmu$n
de! pclakBsiean
Lcblhl(an btdanS
FDAbAn rueng

% Rdrcara tate !uan8
ydnS tcnrulun !€suei
r!gula!i

Dina! PUPR,
BapFda

Pcr6nglet Dacrah dcngan
Urulan r Pckcrjarn Ueuro
dan PcDataan RuaaS;
PerteDahan.

JuElah ftIule8t rata ruarA yart8
{ttudda$8kan / JuDlah
kcbutuhan rcSuiaal Dengcndl tate
rusnS

TcrlaksenBnya PcrtcpatEn
pcmbanSuun clcktriflkell

Rasio Elcktdfikasi Dinas ESDM
Perangkat Da€!6h dcnSan
Urusan : En€ryt dan
Sumbcrdaya elnctal;

Jtljdeh RI yerl8 Eem itt ehcs
.Ll(rifl.esi / jumlah lclurun Ft
x t00%

Tcrb](aenanya Pcrccpatan
ItEbqngutun
hft EstruLtur datet, Leut
dan Udats

Ju&leh tcrmltrel,
D.rmaga dsn BenderA

Dlraa
Pcrhubungan

Pcrangkat Da€lah dcngan
urula.n : PcibubunSan;
Pckcrjaan Udulrl dan
Itnataan Ruan8,

JuEIah t rElffl delet

tnd.t ttr.tlt . ltrtLlntrr
tldnD

Mcnlieletnye kualitas
IngLunSPn htdup da€dh

Indekl kuautas
linSkungan hidup

Dlnea
Kchutanen dan

LinSkungsn
Hldup

PcranSkat Dacreh dengan
ururan : Llngkungan Hidup;
Kchutanan,

ud rv:
I.rbttrtr.!
btrlltr .ral|r
lat E|lttlr

I.rqFdt r Xl.llt .
alt|rl.alrF lrl|t b rlT
t|!a tflftl ilr|t b.'{.F
aattt

b.I.t P.ob.larn !
I.!|r.h ltD[l

Mcniqkattya dcrsiat
pcndldjkan ftasyerakat
NTT

Angkd Mclck Huruf
Dina!

Prndidikan

l'€rqngk4t Daclah dcn8an
uru8sn I Pctdidlkan;
Pcrpultekaeni Kcbudayaan;
Soltal.

Jumlah Fndudul yant dapat
m.hbece / juEleh scluruh
Fndudu]. X 100%

Mcnllulrtnye dcqJet
kclahatan &a3yardxet
NTT

ArAl.d uris hsrapan
bldup

Dinas Ke..hatan
Perengket Decrsh dcngan
urulan i Kdrchatan; solial

AnSka Flkllsrn la.Ea hldup rate-
lata pcnduduL dEnten elum3l
tidsk eda Frubah{n pola
dortauta! mcnurut udur

'*

la|! ltduD d.lra



penduduk yanS dapat melnbaca /
s'hu uh penduduk X loOo/o

penduduk dengan asulnsi
tllak ada perubalnn pola mortalitas menunlt

Julah Amsiasi Kepemudaan yurg aktif

Ffoduk Domestik Regiornl Bruto/
Jml,alr temga keia xTogo/o

Jmlah Apsiasi Olahraga yang aktif

lrdcl E6t|.l1lr h.Adhl !rh.{rP Fdft! el

Pemngkat Daemh
NTI

Indeks Kepmmn Biro Organissi

pnilaian opini yang dikelwkan oleh Badm
KemnSan tertEdap l,apoEn



.:..

UTSI ?UJI'AT IIIDIXATOR TUJUAII AAAARAIT ATRATDCIS lIDq TOt x[tn ra
T'?AIA AI'UBER DATA PD PIIIA.I(K}I'1IC i'AwlI XllTIRATO^I

2 4 o 6 a

lt€ninSkatrlya kualitas
pcn,.GlcnSSaraan ufua€t
Pcmcdntaien d.A.rah

Nllai LPm Biro
PcmcrintalEn

Scluruh PcraiSkat Dalreh
Pmvlndl N IT

PcnUaian Lapor€n
Pcnyclcn8Saraen P.Ecrint han
Deera}| oLh Dcpda8ri

f, 
cunenun NUslryrNccARA r,"u*,y'

- ,,.ono*"JlK",'s*oDAr

I
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LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :6i- TAHUN 2Ol8
TANGGAL . tflazavpe< 2019

FORMAT INDIKATOR
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

KINERJA UTAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama PD...)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama
PD
Tugas
Fungsi

'lo, Sasaran strategis Indikator Kerja
Utama PD

Bidang Urusan Unit PD
Penanggungiawab

Sumber
Data

Keterangan

Sasaran Renstra
PD

Sasaran RPJMD yang
diacu

Kepala PD Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nama Kepala PD
Pangkat/Gol Ruang

NIP

p cuennlru*,*"pt TENGGARA rrMURf

VT
^ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

@

1.........
2........
3. dst



LAMPIRAN III: PERATURAN
NOMOR :

TAT{GGAL :

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMT'R
64 TAHUN 2018
tA tp%,{n?e* 2018

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PD

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERANGKAT DAERAH PROVINSIISIn fPxss4x4 fIMUR

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (nama PD ""') PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (.NAMA PD I

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA (nama .. PD../ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR'

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6' 
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
N"-ot ... Tahun 2018 tentang Indikator Kile{a
Ui"-" Pemerintah Daerah Tahun 2Ol8-2O23'

oerlu menetapkan Keputusan Kepala (nama PD)

ientang lndikitor Kinerja Utama di Lingkungan

ftwmaPD);

MEMUTUSI(AN:

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (nama
PD.i Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran Keputusan ini'
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan acuan
ukuran kinerja yang digunakan oleh (.nama PD')
Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam
menetapkan rencana kinerja tahunan'
menyampaikan rencana ke{a dan €urggaran'
menyusun dokumen penetapan kine{a'
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
(...nama PD./ Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun....... ry



KEEMPAT Keputusan
ditetapkan.

ini mulai berlaku Pada tanggal

Ditetapkan di KuPang'
pada tanggal
Kepala ...... (nama PD)

20r8

Provinsi Nusa Tenggara Timur'

Nama KePala PD

Pangkat/Gol Ruang
NIP

! cueennuR NUSA 

W^""rrMUR'l\y
PVIKTOR BUITGTILU IIUSKODAT

ry


